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BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI] SELATAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 33 TAHUN 2016
TENTANG

SUSUNAN ORGANISAS], KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGS!, SERTA
TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Menimbang :

Mengingat

KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

bahws untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayal (2}
Peraturan Dacrah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Susunan
Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Dinas Pekerjsan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Luwu Timur,;

1.

3.

Undang-Undang MNomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer

4270);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenlang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomar 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 262, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 560 1)



6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Dacrah [Lembaran Dacrah Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Loembaran
Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSLINAN ORGANISASI,
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LUWU TIMUR.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
scbagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemcrfntahan Daerah yang memimpin pelaksanaan  urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur.

6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Luwu Timur.

7. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penatsan Ruang Kabupaten
Luwu Timur.

8.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Luwu Timur.

9.Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjuinya disingkat SPAM adalah
Sistemn Penyediaan Air Minum.
10, Penychatan Lingkungan Permukiman yang selanjutnva disingkat PLP
L1. Tugas pokok adalah Ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
12. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas pokok.

13. Rincian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan
yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.
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(1) Susunan Organisasi Dina®

terdin atas © .
a. Kepala DInas;

i - ATIEAT,
1. Eu‘b‘hag:ml Perenc i
2. Subbagian Keuangar

3. Subbagian Umum dan

Sum Air, terdini atas - _
v, Emg::}? : pﬁém dan Evaluasi sﬁmﬁl Daya Air;
: u ber Daya MT; .
. Pelaksanaan Sumb ™
?ﬁ EE:E Operasi dan Ft;:lf:uha.m&n. gumber Daya
4. Ridang Bina Manga, terdiri a1as - e |
" 1. Seksi Perencanaan dan Evaluasi . mMm‘;a
5 Seksi Pembangunan Jalan Jembatan,

1. Seksi Perencanaan Jasa Konstruksi, 1
5 Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan; dan
3. Seksi Pemantauan danEvﬂ]uam
. Bidang Tata Ruang, terdin atas :
1. Seksi Perencanaan Tata Ruang,
2. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian; dan

3. Seksi Pengawasan dan

Evaluas:.

g. Bidang Cipta Karya, terdiri atas !

Es
2. Seksi Pengembangan

3.

Seksi Perencanaan dan Evaluasi Cipta Karya;

Sistem Penyedisan Air Minum dan

Penyehatan Lingkungan Permukiman; dan
Seksi Pemeliharaan Sistern Penyediaan Air Minum dan Penyehatan

Lingkungan Permukiman.
h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
1. Kelompok Jabatan Fungsional.

[2) Susunan organisasi Dinas
schagaimana dimaksud pada

Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang
: ayat (1) tercantum dal
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan E&E&iﬂipm s
BAB 11
KEDUDUKAN

; uang merupakan wunsur
tahan di bidang i

penataan ruang yang menjadi kewenangan Dampﬂh. ketjaan umum  dan

(2) Dinas sebagaimana '

yang berada di bawah dan
Sekretaris Daerah.

dimaksud pada avat

(1}, dipimpin oleh Kepala Dinas
ng jawab kepada Bupati melali
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BAB IV
TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal 4
Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a,
mempunyal tugas pokok membantu Bupati dalam memimpin dan
melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan
penataan ruangvang menjadi kewenangan Daerah dan  tugas
pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kepala Dinasdalam melaksanakan tugas pokok scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi -
a. perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sumber dava
ar,
b, perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang bina marga;
€. perumusan pelaksansan kebijakan teknis di bidang jasa konstruksi:
d. perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang tata ruang;
perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang cipta karya;
L perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
kegiatan kesekrctariatan yang menunjang tugas organisasi:
8. pelaksanaan administrasi Dinas: dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas
dan fungsinya,
Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a4, menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan,

menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan serta
menyusun Rencana Strategis Dinas sesuai dengan visi dan misi
daecrah;

b. merumuskan program kerja sesuai Rencana Strategis Dinas;

¢. mengoordinasikan pelaksanaan program dan  kegiatan linghkoup
Dinas;

d. membina Sekretaris dan para Kepala Bidang dalam melaksanakan
tugasnya,

e. mengarahkan pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan
sesual rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;

f. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;

g memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi
agar senantiasa berjalan optimal:

h. mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok Organisasi agar senantiasa
sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan;
i. menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program,

kegiatan, keuangan, umum, perlen '
= e perlengkapan dan kepegawaian dalam
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j. menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang sumber daya air,
bidang bina marga, bidang jasa konstruksi, bidang tata ruang, dan
bidang cipta karya;

k. menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum di bidang

pekerjaan umum dan penataan ruang berdasarkan kebijakan yang

ditetapkan oleh Pemerintah;

1. menyelenggarakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan
perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan
izin bidang pekerjaan umum dan penataan ruang berdasarkan
kewenangan pemerintah daerah kabupaten,

m. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 1zin
bidang pekerjaan umum dan  penataan ruang berdasarkan
kewenangan pemerintah daerah kabupaten;

n. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian,
lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya dalam
rangka penyelenggaraan urusan bidang pekerjaan umum dan
penataan ruang:

o. menilai hasil kerja aparatur sipil negara dalam lingkungan Dinas;

p. menyvelenggarakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

q. melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan
pemerintahan daerah di bidang sumber daya air, bidang bina
margs, bidang jasa konstruksi, bidang tata ruang, dan bidang cipta
karya;

r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan
memberikan saran pertimbangan kepada atasan scbagai bahan
perumusan kebijakan; dan

s. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan
baik lisan maupun tertulis scsuai dengan bidang tugasnya untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua
Selretaniat
Pasal 5

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huraf b,
dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin dan
melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan
koordinasi pelaksanaan subbagian wumum dan kepegawaian,
perencanaan, evaluasi dan keuangan seria memberikan pelayanan
administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan
Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi : G

a. perumusan kebijakan teknis, perencanaan, monitonng dan
pelaporan kegiatan umum dan kepegawaian;

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di bidang
perencanaan dan evaluasi; dan

¢. perumusan kebijakan teknis, monitoring dan pelaporan realisasi
kegiatan pada bidang keuangan.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

n



(1)

A,

b.

merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang
merata;

. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan,

operasionalisasi dan pelaporannya;

. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan scsuai

rencana, tepat waldu, berkualitas dalam lingkup Sekretariat;

mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Sckretanat;
mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan dalam hingkup Sekretariat;

. melaksanakan koordinasi kepada secluruh bidang serta menylapkan

bahan penyusunan program Dinas;

. melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan

teknis di lingkungan Dinas;

melaksanakan koordinasi pelaksansan kegiatan dalam lingkungan
Dinas schingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi
pelaksanaan kegiatan;

melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian
dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;

melaksanakan dan mengoordinasikan pengolahan dan penyajian
data dan informasi;

melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan ketatausahaan,

. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administras: umum

dan aparatur;

melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan adminintrasi
keuangan dan asset;

melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksannaan  pembinaan
organisasi dan tatalaksana dalam lingkungan Dinas;

melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan rumah
tangga Dinas;

melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan kehumasan dan
protokoler;

melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan,
pemeliharaan dan penghapusan barang;

menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal ©

Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
huruf b angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian mempunyai
tugas pokok memimpin dan pengumpulan bahan dan mengelola
penyusunan perencanaan, penyajian data dan penyusunan laporan
kinerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Kepala Subbagian Perencanaan dalam melaksanakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a.

c.
d.

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang
PEreEnCansaan

pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang
perencanaan;

pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan cleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinva.

Kepala Subbagian Perencanaan dalam melaksanakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai
berikut :

.

b.

.

merencanakan kegiatan dan jadwal opermsional tahunan serta
penganggaran Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas,

membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distnbusi tugas yang
merata;

menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar heqa]nn sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;

memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan
sesuai rencana, tepat wakt, berkualitas dalam lingkup Subbagian;

. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisast agar

berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup
Subbagian;

mengoordinasikan, menyviapkan bahan dan melakukan penyusunan
perencanaan program kegiatan dan anggaran;

mengoordinasikan dan menviapkan bahan penyusunan data dan
informasi statistik pekerjaan umum dan penataan ruang;

. menyiapkan dan mengoordinasikan bahan penyusunan laporan

akuntabilitas kinerja Dinas,
menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan menyusun rancangan
rencana strategis;

menyiapkan bahan dan menyusun pengusulan rencana anggaran
pendapatan dan belanja Dinas;

- menyiapkan bahan dan menyusun dokumen pelaksanaan kegiatan

dan anggaran;
menyiapkan bahan atau data untuk perhitungan anggaran dan
perubahan anggaran;

. menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan

kegiatan Dinas;

. mengelola dan melakukan pengembangan sistem penyajian data

berbasis teknolog informasi:

menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan
dan Evaluasi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan

baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnva untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.



Pasal 7

(1] Subbagian Keuangan sebapgaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

(2

1)

huruf b angka 2, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian mempurnya:

tugas pokok memimpin dan melaksanakan penghimpunan bahan dan

mengelola administrasi keuangan meliputi penyvusunan anggaran,

penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan  pelaporan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas pokok

sebagaimana dimaksud pada ayat {1) menyelenggarakan fungsi

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;

b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang keuangan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keuangan; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya,

Kepala Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas pokok

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai

berikut :

a. merencanakan kegiatan dan jadwal operasional tahunan seria
penganggaran Dinas scbagai pedoman pelaksanaan tugas;

b, membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang
merata;

c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan scsua
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;

d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pnimk arganisasi agar berjalan
sesuni rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;

e. mengevaluasi hasil pelaksansan tugas pokok organisasi agar
berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup
Subbagan;

f. melakukan wverifikasi kelengkapan administrasi permuntaan
pembayaran;

g. meneliti kelengkapan uang persediaan, ganti uang, tambahan uang,
pembayaran gaji, tunjangan, dan penghasilan lainnya untuk menjadi
bahan proses lebih lanjut;

h. mengoordinasikan dan menyusun kerja sama anggaran;

i. mengelola pembayaran gaji dan tunjangan pegawai,

j. melakukan verifikasi harian atas pencrimaan keuangan serta
verifikasi pertanggungjawaban keuangan;

k. melakukan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan,

|. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;

m. menyusun realisasi perhitungan anggaran;

n. mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;

o. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindak lanjuti
laporan hasil pemenksaaan;

p. melakukan penataan, pengelolaan, pemanfaatan dan penghapusan
aset;

q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan
dan memberikan saran [:A:I'I:EIII‘EHEI.I'IEEH kepada atasan scbagai bahan
perumusan kebijakan; dan
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r. melakukan tugas kedinasan lain vang diperintahkan oleh atasan
baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 8
Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 avat (1) huruf b angka 3, dipimpin oleh seorang Kepala

Subbagian mempunyai tugas pokok memumpin dan melaksanakan
urusan ketatnusahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan
penghapusan barang, urusan rumah tanggs serta mengelola
administrasi  kepegawaian  berdasarkan  ketentuan — peraturan

perundang-undangan.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas

pnkﬂk s&hagmmﬂnu dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan
kepegawaian;

b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang umum dan
kepegawaian;

¢. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang umum
dan kepegawaian; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas

pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyal rincian tugas

scbagail berikut :

a. merencangkan kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan
tuges;

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang
meratn;

c. menyvelia pelaksansan tugas pokok organisasi agar berjalan SesUa
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam linglup Subbagian;

d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan
scsuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;

e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar
berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup
Subbagian;

f. melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya  seria
administrasi dan pendistribusian surat masuk dan surat keluar;

g. menata dan melakukan pengarsipan naskah dinas dan pengelolaan
perpustakaan;

h. mempersiapkan pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera,
kehumasan, dan keprotokolan;

i, mengelola sarana dan prasarana scrta melakukan urusan rumah
tangga,

j. mengpordinasikan dan melakukan pemeliharaan kebersihan dan
pengelolaan keamanan lingkungan kantor;

k. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan,

pemeliharaan dan penghapusan barang, daftar inventarisasi barang
serta menyusun laporan barang inventaris;
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l. menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan,
Eﬂndiatﬁbusian. dan pemeliharaan inventarisasi dan penghapusan
arang,

n. menyiapkan bahan, mengelola dan menghimpun daftar hadir
pegawai;

o, menyiapkan bahan dan mengelola administrasi surat tugas dan
perjalanan dinas pegawai,

p. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan
organisasi dan tatalaksana;

q. menyiapkan bahan dan menyusun rencana formasi, informasi
jabatan, dan bezetting pegawai;

r. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi aparatur meliputi ;
1. usul kenaikan pangkat;
2. perpindahan;

3. pensiun;

4. penilaian pelaksanaan pekerjaan;
5. kenaikan gaji berkala;

6. outi;

7. ijin;

8. masa kerja;

9

. peralihan status; dan
10. layanan administrasi kepegawaian lainnya.

s. menyiapkan bahan usulan pemberian tanda penghargaan dan tanda
jasa pegawai negeri sipil;

t. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan
kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil;

u. mengembangkan pencrapan sistem informasi aparatur berbasis
teknologi informasi;

v. menghimpun dan menyosialisasikan peraturan perundang-

undangan di bidang umum dan kepegawaian serta yang berkaitan
dengan tugas dan fungsi Dinas;

w. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan administrasi penyusunan
produk hukum di lingkungan Dinas;

x. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan
Kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

y. melakukan tugas kedinasan lain vang diperintahkan oleh atasan
baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga
Bidang Sumber Daya Air
Pasal 9

Bidang Sumber Daya Airsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
huruf ¢, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyal tugas pokok
memimpin  dan  melaksanakan perumusankebijakan  teknis,
memberikan dukungan atas penyeclenggaraan urusan Pemerintahan
Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan
kegiatan di bidang sumber daya air berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

10



(2} Kepala Bidang Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas pokok

(3

scbagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarukan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan
dan evaluasi sumber daya air;

b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pelaksanaan
sumber daya air;

¢. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang operasi dan
pemeliharaan sumber daya air; dan

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Kepala Bidang Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas pokok

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas scbagai

berikut :

a. merencanakan operasional kegiatan tahunan scbagam pedoman
pelaksanaan tugas;

b, membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang
merata;

c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait peromusan kebijakan,
operasionalisasi dan pelaporannya;

d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup bidang;

e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesum
rencana, tepat wakiu, berkualitas dalam lingkup bidang;

melaksanakan penyusunan rancangan studi kelayakan;

 melaksanakan dan memberikan bimbingan dan bantuan teknis;

i, melaksanakan kesiapan konstruksi;

j. melaksanakan pembinaan penyusunan rencana operasi dan
pemeliharaan sarana dan prasarana,

k. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan audit teknik;

|. melaksanakan penyiapan penyusunan dokumen detail desain
konstruksi,;

m. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan
pengendalian konstruksi;

n. melaksanakan monitoring dan evaluas pemantauan, evaluasi dan
pelaporan progres dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi;

0. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan

persinpan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan
prasarans;

p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Air
dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sehagai bahan
perumusan kKebijakan; dan

q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik
lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

T
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(1)

12)

(3]

Pasal 10

Seksi Perencanaan dan Evaluasi Sumber Daya Air scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf ¢ angka 1, dipimpin olch seorang
Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan
penyviapanbahan  penyusunan  kebijakan teknis, membina,
mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi
perencanaan dan cvaluasi sumber daya air berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Sumber Daya Air dalam

melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menvelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang
perencanaan dan evaluasi sumber daya air;

b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang perencanaan
dan evaluasi sumber daya air;

c. pembinaan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan
dan evaluasi sumber daya air; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Perencansan dan Fvaluasi Sumber Daya Air dalam

melaksanakan tugas pokok scbagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai rincian tugas sebagai berikut -

a. merencanakan kegiatan perencansan dan evaluasi sumber daya air
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b, membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas vang
merata;

c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;

d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan
sesuai rencana, tepat wakin, berkualitas dalam lingkup seksi;

e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar
berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup
seksi;

f. mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di
bidang perencanaan sumber daya air;

g. menginventarisir permasalahan  yang berhubungan  dengan
perencanaan dan evaluasi sumber daya girserta menyiapkan bahan
petunjuk pemecahan masalah;

h. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait perencanaan
dan evaluasi sumber daya adir;

i. menghimpun bahan sccara menyeluruh untuk menyusun rencana
kegiatan Bidang Sumber Daya Air;

j. menyiapkan dan menyusun bahan pengendalian kegiatan Bidang
Eumh:rnﬁjahhmtammrquunmmﬂndakhnjmhaml
evaluasi;

k. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi
tingkat kabupaten dan provinsi bidang sumber daya air;

|, menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan
Evaluasi Sumber Daya Air dan memberikan saran pertimbangan
kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
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(3)

m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
baik lisan maupun tertulis secsuai bidang tugasnya untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 11

Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1) huruf ¢ angka 2, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi,

mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan

bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan

melaksanakan program dan kegiatan di seksi pelaksanaan sumber daya

air berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas

pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi

a. penviapan bahan perumusan kebijjakan teknis di bidang
pelaksanaan sumber daya air;

b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pelaksanaan
sumber daya air;

¢, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelaksanaan sumber
daya air; dan

d, pelaksanaan tugas lain yang diberikan olch atasan sesual dengan
fugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas

pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas

scbagai berikut

a. membantu kepala bidang dalam melaksanakan kegiatan di bidang
pelaksanaan sumber daya air;

b. merencanakan kegiatan pelaksanaan sumber daya air sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

¢, membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distnibusi tugas yang
merata;

d. menyelin pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;

e. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan
sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;

f. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok Organisasi agar
berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup
seksl;

g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi Pelaksanaan
Sumber Daya Air dan memberikan saran pertimbangan kepada
atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

h. menylapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis di
bidang pelaksanaan sumber daya air,

i. menginventarisir permasalahan yang berhubungan  dengan
pelaksanaan sumber daya air serta menyiapkan bahan petunjuk
pemecahan masalah;

1 5 mengwrdinnsikankegiatnndmgﬁnunitkﬂjnmrknitpehmman
sumber daya air;

k. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam lingkup seksi
pelaksanaan sumber daya air;

. melakukan pembangunan prasarana sumber daya air;
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(1)

(2

(3

m. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan yang
sementara berjalan dan melaporkan kepada atasan; dan

n. melakukan tugss kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
baik lisan maupun ftertulis sesuai bidang tugasnya untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 12
Seksi Operasi dan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) huruf ¢ angka 3, dipimpin oleh seorang Kepala Selosi,

mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan

bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengpordinasikan dan

melaksanakan program dan kegiatan di seksi operasi dan pemeliharaan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan dalam melaksanakan tugas

pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi -

a. penviapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang operasi dan
pemeliharaan;

b, pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang operasi dan
pemeliharaan;

¢. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang operasi dan
pemeliharaan; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesual dengan
tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan dalam melaksanakan tugas

pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas

sehagai berikut :

a. mnmhanmktpalabidangdnlammahkmnnkan kegiatan di bidang
sumber daya air,

b. merencanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

c. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang
merata;

d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup selksi;

e. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan
sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;

{ mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi  agar
berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup
seksi;

g menyiapksn bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis i
bidang operasi dan pemeliharaan;

h. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan operasi
dan pemeliharaan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan
masalah;

i. mengoordinasikan kegiatan dengan umit kerja terkait operasi dan
pemeliharaan;

j. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam lingkup seksi
pelaksanaan sumber daya air;

k. melakukan pembangunan prasarana sumber daya air;

. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan yang
sementara berjalan dan melaporkan kepada atasan;
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(1)

(2]

(3

m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Operasi dan
Pemeliharaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Keempat
Bidang Bina Marga
Pasal 13

Bidang Bina Marga schagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf
d, dipimpin oleh seorang kepala bidang, mempunyai tugas pokok
memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis,
memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan
kegiatan di bidang bina marga berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Kepala Bidang Bina Marga dalam melaksanakan tugas pokok

scbagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungs:

a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang perencanaan
dan evaluasi bina marga;

b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pembangunan
jalan dan jembatan;

c. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang preservasi
jalan jembatan; dan

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Kepala Bidang Bina Marga dalam melaksanakan tugas pokok

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagal

By«

a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

h. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang
merata;

¢. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan,
operasionalisasi dan pelaporannya;

d, menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat wakt, berkualitas dalam ingkup idang;

e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup bidang;

f. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan dalam lingkup Bidang;

g. melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan di bidang
perencanaan teknis dan evaluasi, bidang pembangunan jalan dan
jembatan serta bidang preservasi jalan jembatan;

h. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

teknis dan evaluasi, bidang pembangunan jalan dan
jembatan serta bidang preservasi jalan jembatan;
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(3

i. melaksanakan pembinaan dibidang perencanaan tekms dan
evaluasi, bidang pembangunan jalan dan jembatan serta bidang
preservasi jalan jembatan;

j- melaksanakan koordinasi pemrograman dan perencanaan tcknik
jalan daernh, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda
transportasi bersama instansi terkait;

k. melaksanakan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit
keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;

. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Bina Marga dan
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik
lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 14

Seksi Perencanaan dan Evaluasi Bina Marga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 avat (1) huruf d angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi, mempunyvai fugas pokok memimpin dan melaksanakan
penyiapan bahan penyusunan kebijakan  tekmnis, membina,
mmgmrmdanmmkammkmmdmhﬁnmndiuhi
perencanaan dan evaluasi bina marga berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Kepala Scksi Perencanaan dan Evaluasi Bina Marga dalam

melaksanakan tugas pokok scbagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang
perencanaan dan evaluasi bina margs;

b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang perencanaan
dan evaluasi bina marga;

¢. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan
evaluasi bina marga; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Bina Marga dalam

melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. merencanakan kegiatan perencanaan dan evaluasi bina marga
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang
merata;

¢. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;

d. memeriksa hasil pelaksansan tugas pokok organisasi agar berjalan
sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;

e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar
berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup
seksi;

g. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis di
bidang perencansan teknis dan evaluasi;
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(1)

(2)

(3)

h. melakukan penylapan data dan informasi sebagai bahan
penyusunan pemrograman dan perencanaan teknik pembangunan
dan preservasi jalan dan jembatan serta penerangan jalan umum;

1. meiakuk:a!n koordinasi konektivitas sistem janngan jalan
dengan sistem moda transportasi bersama pembina bidang ke bina
MArga-arn;

j. melakukan pengujian mutu konstruksi,

k. melakukan evaluasi terhadap hasil pengujian konstruksi;

1. melakukan evaluasi dan penetapan leger jalan;

m. melakukan pembinaan dan verifikasi perencanaan tcknis untuk
kegiatan pembangunan /peningkatan jalan dan jembatan;

n. melakukan penyusunan program, perencanaan pembangunan dan
mengelola pemutahiran data jalan dan jembatan;

0. melakukan pembinaan perencanaan jalan dan jembatan

p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan
Evaluasi Bina Hargldﬂnmmnhcﬁkﬂnﬂ-ﬂﬁmperﬁmhﬂngﬂnln&pada
atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

q. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
haikﬁmmnupmttnuﬁaummihﬂangmgamaunmk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 15

Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1) huruf d angka 2, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi,

mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan

bahan penyusunan kebijakan tekmis, membina, mengoordinasikan dan

melaksanakan program dan kegiatan di seksi pembangunan jalan dan

jembatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan dalam melaksanakan

tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan

fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang
pembangunan jalan dan jembatan;

b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di  bidang
pembangunan jalan dan jembatan;

¢. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pembangunan jalan
dan jembatan; dan

¢. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesual dengan
tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan dalam melaksanakan

tugas pokok schagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian

tugas sebagai berikut

a. merencanakan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan schagai
pedoman pelaksanaan LUgas;

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang
merata;

c. menvelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesual
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;

d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan
sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
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(2

13)

e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar
I:::Lr:]:i]&n sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup
seksi;

E meny’mpkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis di
bidang pembangunan jalan dan jembatan;

g menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan
pembangunan jalan dan jembatan serta menyiapkan bahan petunjuk
pemecahan masalah;

h. melakukan p-;ngendulian konstruksi dan mutu pelaksanaan
pembangunan jalan dan jembatan;

i. melakukan penyusunan dan pengembangan standar dokumen
pengadaan;

j. melakukan penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi jalan dan
jembatan;

k. melakukan evaluasi dan penetapan laik fungsi jalan dan jembatan;

|. menyiapkan bahan penyusunan penentuan lokasi pembangunan
jalan dan jembatan;

m. melakukan pembinaan pembangunan jalan dan jembatan;

n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pembangunan
Jalan dan Jembatan dan memberikan saran perumbangan kepada
atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 16
Seksi Preservasi Jalan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) huruf d angka 3 dipimpin olch seorang Kepala Seksi,

mempunyai  tugas  pokok memimpin dan  melaksanakan
penyiapanbahan peayusunan kebijakan teknis, membina,
mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegialan di seksi
preservasi jalan ‘embatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Kepala Seksi Preservasi Jalan Jembatan dalam melaksanakan TUgAs
pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mnnyclgwkan fungsi :
a. i bahan perumusan kebijakan teknis di bidang preservasi
jalan jembatan; | .
b. pemberian dukungan atas pelaksanadn tugas di bidang prescrvasl
jalan jembatan; 1 -
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas 4i bidang preservasi jalan
jembatan; dan
d. pelaksanaan UEAs lain yan
mgas dan fungsinya. 3 \
Kepal . Preservasi Jalan Jembatan dalam me s-ﬂ.nakﬂﬂ_ takan fugs
pukuhaiﬂt:';j:mrm dimaksud pada ayat (1) mempunyal Tincian tugas

bagai berikul : 1 ' :
: merencanakan kegiatan prescrvast jalan jembatan sebagai pedoman

pelalksanaan LUgASs,
b. membagi tugas kepada baw

merais;

g diberikan oleh atasan sesuai dengan

ahan agar tercipia distribusi tugas yang

18



(2)

c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup selosi;

d. m:!m:}-ﬂ-:uﬂ hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan
sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugss pokok organisasi agar

:umqulm sesual rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup

si;

f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis di
bidang preservasi jalan jembatan;

B mmgnwcnmnmr Ipt:rm&aalnhan yang berhubungan dengan
preservasi jalan jembatan serta menyiapkan bahan petunjuk
pemecahan masalah;

h. melakukan preservasi jalan dan jembatan;

i. melakukan penyesuaian kontrak pekerjaan preservasi jalan dan
jembatarn;

j. melakukan evaluasi dan penetapan audit keselamatan jalan dan

jembatan, bahan pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi
pemanfaatan peralatan dan bahan jalan;

k. melakukan pengujian peralatan, bahan, dan hasil pekerjaan

pPreservasi;
. menyiapkan bahan penyusunan penentuan lokasi pemeliharaan
jalan dan jembatan;

m. melakukan pembinaan pemeliharaan jalan dan jembatan;

n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Preservasi Jalan
Jembatan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan

baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan TUgas.

Bagian Kelima
Bidang Jasa Konstruksi
Pasal 17

Bidang Jasa Konstruksi sebagaimana dmmkmd dalam Famﬂ 2 avat “:LI:
huruf edipimpin oleh seorang kepala bidang, mempunyai tugas poko

darrah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan
kegiatan di bidang jasa konstruksi
perundang-undangan.
Kepala Bidang Jasa Konstruksi dalam melaksanakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menye fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis, pemberian tiulf:ulngml. pembinaan,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang perencanaan
jasa konstruksi; =
peTum kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,
% mnnitnur::daﬂ evaluasi pelaksanaan TUgas dibidang pembinaan dan

pemberdayaan;
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(3]

c. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,
monitoring dan ecvaluasi pelaksanaan tugas dibidang pemantauvan
dan evaluasi; dan

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Kepala Bidang Jasa Konstruksi dalam melaksanakan tugas pokok

scbagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai

berikut :

a. merencanakan operasional kegiatan tahunan scbagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang
merata;

¢, memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan,
operasionalisasi dan pelaporannya;

d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup bidang,

e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup bidang;

[. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan dalam lingkup bidang;

g. melaksanakanpengembangan dan peningkatan kompetensi tenaga
ahli konstruksi;

h. melaksanakan sistem informasi jasa konstruksi cakupan dacrah
Kabupaten;

i. melaksanakan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan
perundang-undangan, menyelenggarakan  pelatihan,  bimbingan
teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi di wilayah Kabupaten;

j. melaksanakan pengembangan dan peningkatan kapasitas badan
usaha jasa konstruksi di wilayah Kabupaten;

k. melaksanakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan
perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan
dengan penerbitan izin usaha jasa konstruksi cakupan daerah
kabupaten,

|. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin di bidang
jasa konstraksi;

m. melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan
tertib pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah Daerah;

n. melaksanakan pembinaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
tingkat Kabupaten dan asosiasi jasa konstruksi di wilayah Daerah;

o. melaksanakan peningkatan kemampuan teknologi, penggunaan dan

m:-.nhah jasa dan produk konstruksi dalam negeri di wilayah



Pasal 18

(1) Seksi Perencanaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam

(2]

(3)

Pasal 2 ayat (1) huruf ¢ angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi,

mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan

bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoardinasikan dan

ml:]aksa.rmkan program dan kegiatan di seksi perencanaan jasa

konstruksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Scksi Perencansan Jasa Konstruksi dalam melaksanakan tugas

pokok s-::ha@jmann dimaksud pada ayat {1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di  bidang
perencanaan jasa konstruksi;

b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang perencanaan
jasa konstruksi;

¢. pembinaan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan
jasa konstruksi; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesual dengan
tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Perencanaan Jasa Konstruksi dalam melaksanakan tugas

pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas

sebagal berikut :

a merencanakan kegiatan perencanaan jasa konstruksisebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang
merata;

c. menyelia pelaksanaan fugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup sekst;

d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan
sesuai rencana, lepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;

¢. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar
berjalan sesuai rencana, lcpatl waktu, berkualitas dalam lingkup
seksi;

f, mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di
bidang perencanaan jasa konstruksi;

g menginventarisir permasalahan  yang berhubungan  dengan
perencanaan jasa konstruksi serta menyiapkan bahan petunjuk
pemecahan masalah;

h. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait perencanasan
jasa konstrulksi;

i. menghimpun bahan secara menyeluruh untuk menyusun rencana
kegiatan bidang jasa konstruksi;

j. menyiapkan dan menyusun bahan pengendalian kegatan Bidang
Jasa Konstruksi serta menyusun rencana tindak lanjut hasil
evaluasi;

k. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi
tingkat kabupaten dan provinsi bidang jasa konstruksi;

. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Percncanaan Jasa
Konstruksi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan
schagai bahan perumusan kebijakan; dan
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(1)

(2)

(=

m. melakuknn tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 19

Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) huruf € angka 2 dipimpin oleh scorang Kepala Seksi,
mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan
bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan
melaksanakan program dan kegiatan di seksi pembinaan dan
pemberdayaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Kepala Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan dalam melaksanakan tugas

pokok un_:b.ugia.imﬂnﬂ dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan
dan pemberdayaan;

b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pembinaan
dan pemberdayaan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan
pemberdayaan; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan dalam melaksanakan tugas

pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas

sebagai berikut :

& merencanakan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang
merata;

¢, menvelia pelaksanaan [Ugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;

d. memeriksa hasil pdakmmmmgaapukﬁkmgnniﬁasiagub:ﬂahn
eesuai rencand, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup scksi;

e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar
berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup
seksi;

{ menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis di

hidang pembinaan dan pemberdayaan;

melakukan pemantauan dan evaluasi pembinaan jasa konstruksi;

melakukan kegiatan pembinaan untuk terpenuhinya  tertib

penyelenggaraan jasa konstrulkssi di wilayah Kabupaten,

{  melakukan pengembangan sumber daya manusia melalui pemberian
bimbingan teknis/pelatihan terhadap kegiatan teknis konstruksi;

T o

¥ melakukankoordinasi kepada tim pembina jasa konstruksi daerah

dalam rangka pembinaan,pelaksanaan dan pemberdayaan jasa
konstruksi daerah;

k. melakukan analisis dan identifikasi dalam rangka memberikan
dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan
pertimbangan teknis terkait penerbitan izin usaha jasa konstruksi
cakupan daerah;

1. melakukan pemantauan dan uvﬂuaﬁpdakmnaaniﬁndihhjnng
pembinaan,pelaksanaan dan pemberdayann;
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12)

(3)

m. melakukan pengaturan jasa konstruksi melalui sosialisasi dan
pelaksanaan regulasi perijinan jasa konstruksi dacrah;

n. menyiapkan penyusunan bahan pelaporan dan pemberdayaan jasa
konstruksi daecrah ke nasional;

no. melakukan kegiatan tertib mutu jasa konstruksi daerah;

p. melakukan forum jasa konstruksi daerah;

q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan dan
Pemberdayaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan
scbagai bahan perumusan kebijakan; dan

r. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 20

Seksi Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) huruf e angka 3 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi,
mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan
bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan
melaksanakan program dan kegiatan di seksi pemantauan dan
evaluasiberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas

pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan tcknis di  bidang
pemantatan dan evaluasi;

b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pemantauan
dan evaluasi;

¢, pemhbinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemantauan dan
evaluasi; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Kepala Scksi Pemantauan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas

pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas

sebagai berikut ;

a. merencanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagai pedoman
pelaksanaan tugas,

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang
merata;

c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar _I::tjala.n sesual
renicana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;

d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan
sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;

e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar
berjalan sesusi rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup
seksi;

[. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis di
bidang pemantauan dan evaluasi;

g- melakukan sistem informasi jasa konstruksi di wilayah kabupaten
scsual kewenangannya,

h. melakukan pemantauan dan evaluasi sesuai kewenangannya untuk

terpenuhinya  tertib  penyelenggaraan ‘ :
pemanfaatan jasa konstruksi: Eefieriann., dan Nentib
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(1]

(2]

(3)

i. melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan jasa konstruksi
dalam hngkup kewenangannya;

j. melakukan pemantauan dan evaluasi penanganan kecelakaan
konstruksi di Kabupaten;

k. melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan
keselamatan konstruksi di dacrah sesuai kewenangannya;

. melakukan pemantauan dan evaluasi tertib perjanjian usaha jasa
konstruksi dan kinerja badan usaha jasa konstruksi di kabupaten
sesual kewenagannya,

m. melakukan pemantauan dan evaluasi proses diklat jasa konstruksi
yang berbasis kompetensi;

n. melakukan pemantauan dan evaluasi hasil sertifikasi badan usaha
dan proses sertifikasi sumber daya manusia jasa konstruksi serta

penunjukan penanggung jawab teknik di dacrah  sesuai
kewenangannya,

0. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pemantauan dan
Evaluasi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

p. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Keenam
Bidang Tata Ruang
Pasal 21

Bidang Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf
f dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok
memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan  teknis,
memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan
kegiatan di bidang tata ruang berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Kepala Bidang Tata Ruang dalam melaksanakan tugas pokok

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis, pembenan dulim_:npn* pembinaan,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang perencanaan
tata ruang;

b, perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pemanfzaatan
dan pengendalian;

¢. perumusan kebijakan teknis, pemberian  dukungan, pembinaan,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pengawasan
dan cvaluasi; dan

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Kepala Bidang Tata Ruang dalam melaksanakan tugas pokok

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai

berikut :

a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sehagai  pedoman
pelaksanaan tugas;
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(1)

(2)

L

. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang

merata;

memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan,
operasionalisasi dan pelaporannya;

. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai

rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup bidang,

. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai

rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup bidang,
mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan dalam lingkup bidang;

melaksanakan  perumusan  penyusunan  kebijakan  bidang

perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian serta pengawasan dan
evaluasi;

. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di

bidang perencanasn, pemanfaatan dan pengendalian serta
pengawasan dan evaluasi;

melaksanakan pembinaan di bidang perencanaan, pemanfaatan dan
pengendalian serta pengawasan dan evaluasy;

melaksanakan koordinasi dan operasionalisasi Penyidik Pegawai
Negeri Sipil penataan ruang di tingkat Daerah;

menctapkan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang
kawasan/lahan wilayah dalam rangka pemanfaatan dan

pengendalian tata ruang,
melaksanakan kerjasama penataan ruang antar kabupaten;

.melaksanakan evaluasi dan tindaklanjut terhadap pelanggaran

pemanfaatan ruang;

. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Tata Ruang dan

memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan; dan

. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik

lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang fugasnya untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 22

Seksi Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) huruf { angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi,
mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan
bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan
melaksanakan program dan kegiatan di Seksi Perencanaan Tata Ruang
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Scksi Perencanasn Tata Ruang dalam melaksanakan tugas
pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a.

b.

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang
perencanaan tata ruang;

pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang perencanaan
tata ruang;

pembinaan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan
tata ruang; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
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(1)

(2)

Kepala Seksi Perencansan Tata Ruang dalam melaksanakan tugas

pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas

sebagai berikut :

a. merencanakan kegiatan perencanaan tata ruang sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b, membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang
merata;

c. menvelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesual
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;

d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan
sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;

c. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar
berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup
selksi;

. mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di
hidang perencanaan tata ruang;

g. menginventarisir permasalahan  yang berhubungan dengan
perencanaan lata ruang,

h. menyusun bahan sebagai pedoman dalam penyelesaian dan
pemecahan masalah;

i. mengoordinasikan dengan unit kerja terkait kegiatan perencanaan
tata ruang;

j. menghimpun bahan secars menyeluruh untuk menyusun rencana
kegiatan perencanaan Lara ruang,

k. menyiapkan dan menyusun bahan pengendalian  kegiatan
perencanaan tata ruang serta menyusun rencana tindak lanjut hasil
evaluasi;

I. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi
tingkat kabupaten, provinsi serta pusat di bidang perencanaan tata
rUang;

m. menyusun rencana tindak lanjut terhadap hasil pengawasan dan
evaluasi bidang;

n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Scksi Perencanaan Tata
Ruang dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan scbhagai
bahan perumusan kebijakan; dan

o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan ocleh atasan
baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas,

Pasal 23

Qeksi Pemanfaatan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) huruf f angka 2 dipimpin oleh searang Kepala Seksi,
mempunyai  tugas pokok  memimpin @ dan melaksanakan
penyiapanbahan  penyusunan kebijakan  teknis, membina,
mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di scksi
pemanfantan dan pengendalian berdasarkan ketentuan peraturan
pcmndﬂng—undan@n.

Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian dalam melaksanakan
tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan

a. penyiapan bahan perumuﬂ-ﬂ.h kebijakan teknis di bidang
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(1)

b, pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pemanfaatan
dan pengendahan;

¢. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemanfaatan dan
pengendalian; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinva.

Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian dalam melaksanakan

tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian

tugas sebagai berikut :

&, merencanakan kegiatan pemanfaatan dan pengendalian sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang
Imerate;

c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesual
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;

d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan
sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;

e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar
berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup
seksi;

[ melakukan penyusunan dan penetapan petunjuk pelaksanaan
pedoman norma, standar, prosedur dan kriteria bidang penataan
ruang pada tingkat kabupaten;

g, melakukan koordinasi, sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan
konsultasi pelaksanaan penataan ruang tingkat kabupaten;

h. melakukan pengembangan sistem informasi dan komunikasi, seria
penyvebarluasan informasi penataan ruang kepada kabupaten/kota
dan masyarakat;

i, menyusun rencana kerjasama penataan ruang antar Kabupaten;,

j. melakukan penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan ketentuan
arnhan peraturan zonasi sistem kabupaten, perangkat insentif dan
disinsentif, pemberian izin pemanfasatan ruang, dan pemberian
sanksi administratif dalam penataan ruang tingkat Daerah;

k. melakukan perumusan kebijakan strategis operasional rencana tata
ruang wilavah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten;

. melakukan penyusunan dan sinkronisasi program pemanfaatan
ruang, pembiayaan program, dan pelaksanaan program pemaniaatan
ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten;

m. melakukan standar pelayanan minimum bidang penataan ruang di
tingkat Daerah;

n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pemanfaatan dan
Pengendalian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan
scbagai bahan perumusan kebijjakan; dan

o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan fugas.

Pasal 24
Seksi Pengawasan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) huruf [ angka 3 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi,

mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan
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13

bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan
melaksanakan program dan kegiatan di scksi pengawasan dan evaluasi
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Pengawasan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

[+

dll

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan
dan evaluasi;

pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pengawasan
dan evaluasi;

pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengawasan dan
evaluasi; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesual dengan
tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Pengawasan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas

pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas
sehagai berikut :

b.

merencanakan kegiatan pengawasan dan evaluasi sebagai pedoman
peclaksanaan tugas;

membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang
meraia;

menyelia pelaksansan tugas pokok organisasi agar berjalan sesusi
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup scksi;

. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan

sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar
berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup
seksi;

menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis di
bidang pengawasan dan evaluasi;

melakukan pengawasan, pemantauan, cvaluasi dan pelaporan
terhadap penyelenggaraan penataan ruang di tingkat Dacrah;
melakukan penyusunan, penctapan, dan peninjauan kembali
rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tala ruang
kawasan strategis kabupaten;

melakukan evaluasi dan pelaporan terhadappenyidikan dan
penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang tingkat
Daerah;

melakukan koordinasi dan pembinaan, serta operasionalisasi
Penyidik Pegawai Negeri Sipil penataan ruang tingkat kabupaten;
melakukan pengawasan dan pengendalian Tata Ruang wilayah
kabupaten dan kawasan strategis kabupaten;

melakukan kegiatan bimtek pengawasan dan pengendalian  tata
ruang;

. melakukan identifikasi penyimpangan pemanfaatan ruang,
. melakukan pengawasan terhadap kinerja pemenuhan standar

pelayanan minimum bidang penataan ruang tingkat kabupaten;

menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan dan
Evaluasi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
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p. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk
mendukung kelancaran pelaksanasn tugas.

Bagian Ketujuh
Bidang Cipta Karya
Pasal 25

Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf
gdipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok
memimpin  dan melaksanakan perumusan  kebijakan  teknis,
memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemeriniahan
daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan
kegiatan di bidang cipta karya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Kepala Bidang Cipta Karya dalam melaksanakan tugas pokok

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang perencanaan
dan evaluasi cipta karya;

b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan magas dibidang pengembangan
SPAM dan PLP;

e. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pemeliharaan
SPAM dan PLP; dan

d, pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Kepala Bidang Cipta Karya dalam melaksanakan tugas pokok

se imana dimaksud pada ayvat (1) mempunyai rincian tugas sebagai

berikut :

a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang
merata;

c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan,
operasionalisasi dan pelaporannya;

d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup bidang;

e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesusm
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup bidang;

f. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan dalam lingkup bidang;

g. melaksananakan perumusan penyusunan kebijakan  bidang
perencanaan dan pengendalian serta bidang pengembangan SPAM
dan PLP;

h. melaksanakan pengembangan SPAM Lintas Daerah Kabupaten/Kota
untuk Kabupaten;

i, melaksanakan pengembangan sistem dan pengelalaan persampahan
Regional tingkat Daerah;

j. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
Domestik Regional untuk dalam Daerah;
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k. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang

terhubung langsung dengan sungai Lintas Daerah Kabupaten/
dalam Daerah;

|. melaksanakanpengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
domestik regional untuk Daerah;

m. melaksanakan perencanaan sistem drainase pada jalan strategis
kabupaten;

n. melaksanakan pengelolasn dan pengembangan sistem drainase pada
wilayah strategis kabupaten;

0. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Cipta Karya dan
memberikan saran pertimbangan kepada atasan scbagai bahan
perumusan kebijakan; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik
lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 26

Seksi Perencansan dan Evaluasi Cipta Karya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala

Seksi, mempunyai tugas pokok memimpin  dan  melaksanakan

penyiapanbahan PeTyuUSUnREnN kebijakan ks, membina,

mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di

seksiperencanaan dan pengendalian berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan,

Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Cipta Karya dalam

melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di  bidang
perencanaan dan evaluasi cipta karya;

b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang perencanaan
dan evaluasi cipta karya,

c.p:mﬁmmdnnp&hkmmmgnudjbidangpermmanﬂan
evaluasi cipta karya; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Cipta Karya dalam

melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai rincian tugas sebagai berikut : |

a. merencanakan kegiatan perencanaan dan evaluasi cipta karya
sebagai pedoman pelaksanaan LUgas;

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang
MmETata;

¢. menychia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar h:e:r;ulan sesual
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;

d. memeriksa hasil pelaksanaan Tugas pokok organisasi agar berjalan
sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;

e. mengevaluasi hasil pelaksanaan [ugas pokok organisasi agar
berjalan sesuai rencana, tepal waktu, berkualitas dalam lingkup
seksi;

f. menyiapkan bahan pcrumusan penj‘umm kebijakan teknis di
bidang perencanaan dan pengendalian;
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g. melakukan penyusunan program dan pembiayaan tahunan vang
bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;

h. melakukan sinkronisasi program keciptakaryaan;

i. melakukan fasilitasi kepada Pemerintah Daecrah dalam penguatan
kapasitas perencanaan dan penyusunan program;

j. melakukan penyusunan RPIZJM bidang cipta karya;

k. melakukan koordinasi dan pemantauan berkala terhadap
pelaksanaan pembangunan fisik tahun berjalan;

L. menyusun pedoman dan bahan dalam rangka penyusunan program
dan rencana kegiatan di bidang cipta karya;

m. menyusun data dan informasi di bidang keciptakaryaan;

melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap program

dan kegiatan di lingkup seksi;

o, menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan
Evaluasi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan
sc¢bagai bahan perumusan kebijakan; dan

p. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
batk lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 27

Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Penvehatan
Lingkungan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
huruf g angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas
pokok memimpin den melaksanakan penyiapanbahan penvusunan
kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan
program dan kegiatan di seksi pengembangan SPAM dan
PLPberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan

Penyehatan Lingkungan Permukiman dalam melaksanakan tugas pokok

schﬂgnmuana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di  bidang
pengembangan SPAM dan PLP;

b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang
pengembangan SPAM dan PLP,;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan SPAM
dan PLP; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penyedisan Air Minum dan

Penyehatan Lingkungan Permukiman dalam melaksanakan tugas pokok

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas scbagai

berikut :

a. merencanakan kegiatan pengembangan SPAM dan PLP sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang
merata’

c. menyelia pelaksansan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;

d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan
sesuail rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup scksi;

B
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e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar
berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup
seksi;

. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis di
bidang pengembangan SPAM dan PLP;

g. melakukan pengelolaan dan pengembangan SPAM (Lintas Dacrah
Kabupaten Kota untuk Kabupaten);

h. melakukan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan
{Regional Untuk Kabupaten);

i. melakukan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
domestik (Regional Dalam Kabupaten);

j- melakukan pengelolaan dan pengembangan sistern drainase yang
terhubung langsung dengan sungai (Lintas Dacrah Kabupaten
Dalam Kabupaten);

k. menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan pembangunan sarana
dan prasarana air bersih;

l. melukakan pemantauan dan evaluasi terhada program dan
kegiatan di ingkup seksi; R

m. melakukan pengaturan, pengadaan, pemeliharaan, perawsatan dan
perbaikan penyehatan lingkugan dan sarana air bersih;

n. melakukan pemanfaatan teknologi dan rancang ban yang
lingkungan untuk pembangunan sarana dan pmﬁnnm air rl?cﬂ:lii
dan penychatan lingkungan;

0. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Penge hangan
Sistem _ Penyediaan Air Minum dan Penychatan Hnﬂ;hzngan
P'r:rmui:uman dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

d, Penyiapan  bahan I
i perumusan  kehij : gl
pemeliharaan SPAM dan PLp. jakan teknis  dj bidang

e " -
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atagan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.
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Kepala Seksi Pemeliharsan Sistem Penyedinan Air Minum dan

Penychatan Lingkungan Permukiman dalam melaksanakan tugas pokok

ﬁbﬁ:‘;ﬁmﬂa dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai
ikt :

a. merencanakan kegiatan pengembangan SPAM dan PLP sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang
meratag

¢. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;

d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan
sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;

e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar
berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup
selksi;

f menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan tekms i
bidang pemeliharaan SPAM dan PLP;

g. melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana sistern air limbah
domestik Regional dalam Daerah;

h. melakukan pemeliharaan dan perbailkan drainase yang terhubung
langsung dengan sungai lintas kabupaten dalam Daerah;

i. menyusun informasi dan data kondisi sarana dan prasarana air
bersih/air minum, drainase dan PLP,

j. melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pemanfaatan
SPAM dan PLP;

k. melakukan pemeliharaan, perawatan dan perbaikan sarana
penvehatan lingkungan dan sarana air bersih;

|. melakukan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah
lingkungan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih
dan penyehatan lingkungan;

m. melukakan pemantauan dan evaluasi terhadap program dan
kegiatan di lingkup seksi;

n. menvusun laporan hasil pelaksanaan tugas Scksi Pemeliharaan
SPAM dan PLP dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tUgas.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas wajib dan taat
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Dinas mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan
Peranglkat Daerah dan/atau instansi pemerintah/swasta terkait, dalam
rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas
dan fungsi Dinas.



Pasal 30

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi,
Pejabat  Fungsional dan pegawai dalam lingkungan Dinas wajib
melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama,
integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas
dan efesiensi.

Pasal 31

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala
Scksi, Pejabat Fungsional dalam lingkungan Dinas wajib memimpin,
mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk
pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-
masing.

(2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala
Seksi, Pejabat Fungsional dalam lingkungan Dinas wajib mengikuti dan
mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi,
Pejabat  Fungsional dalam lingkungan Dinas wajib mengawasi  dan
mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing  serta
mengambil langkah wang diperlukan apabila menemukan adanya
penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 332

(1) Kepala Dinas, Sckretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Ke
Seksi, Pejabat Fungsional dalam lingkungan Dinas wajib mmynm;ajr;nh
laporan dan kendaln pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Atas.;m yvang menenma laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan
pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku

L. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 30 Tahun 2010 tentang Tugas
Pokok dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Luwi Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2010 Nomaor 30);

2. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 31 Tahun 2010 tentang Tugas
Pokok dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Tata Ruang dan
Permukiman Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2010 Nomor 31),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

34



Pasal 35
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu

Tirmur.
Ditetapkan di Malili
pada tanggal 7 November 2016
BUPATI LUWU TIMUR,
. THORIG HYUSLER
Diundangkan di Malili

pada tanggal 7 November 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

P e T

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2016 NOMOR : 13

TELAH DIPERIKSA . o
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